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Subjek .pembebasan Sanksi Administratif PFRKB Unt

nendaraan Bermotor dengan nomor polist BN vakni Ora;

Fribadi atau Badan yang memiliki dan/atau Mmenguas

nendaraan Bermotor dengan nomor polisti BN Vai

(ercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan I'-ivrm(.m

(BPKB).

Pasal 7

Bagi Wajib Pajak vang menunggak PKB tahun sebelumnya da

PKB tahun berjalan, letap membayvar Pokok PKR

t'_El,ﬂ}'j
dikenakan san Ks1 administrasi.

FPasal 8
Batas waktu dan

pelaksanaaan pembebasan Sank:
Administratif PKB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal
dilaksanakan serentak di seluruh UPT ]
tanggal 1 Q]

2021.

Bakuda terhitung mu]
ctober 2021 sampai dengan tanggal 30

-
C

Desembe

(1)

rYasal 10

Gubernur melimpahkan Kewenangan
Bakuda u.p. Kepala UPT
pPpembebasan

kKepada Kepa)
Bakuda untulk melaksan
BBN-KB 11 dan selerusnya beserta
Administratif dan Sanksi Administratif PKB se
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6

E‘t\-;;l
Sank,
bagaimay

Kepala Bakuda menyampaikan laporan at

pembebasan sebagaimana dimaksud pad
Gubernur.

as pelaksangg
a ayat (1) Kepag

Kepala Bakuda mel

akukan pembinaan dan PeNgawagy
terhad

ap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

di Provinsi dan berasal dari luar Provinsi yang tela)

ditetapkan BBN-KB 11 dan seterusnya beserta Sanks
Administratifnya; atau

b. dengan nomor polisi BN yang telah ditetapkan pokok PKi
peserta Sanksi Administratifnya;

sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetapit belun

maka besaran yang terutan,

sesual dengal
ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12
Dalam hal Kendaraan Bermotor:

a. di Provinsi dan berasal dari luar Provinsi yang telal
ditetapkan BBN-KB Il dan seterusnya beserta Sanks

Administratiinya; atau

dengan nomor polisi BN yang telah ditetapkan pokok PKE
beserta Sanksi Administratifnya;

sebagaimana dimaksud pasal S dan Pasa} 8 maka besarar
yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD sesua |
dengan Kketentuan peraturan perundang—undangan vang !
berlaku. g __ | | . _h, B AT e
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